
111 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku  

Abdurrahman. 2008.“Kedudukan Hukum Akta PPAT Sebagai Alat Bukti”. 

Media Notariat 

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialpreudence), termasuk interprestasi Undang-Undang 

(Legisprudence), Kencana, Jakarta,2012 

Adrian Sutedi, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya,Edisi 1, 

Cetakan keempat, Sinar Grafika Jakarta 

Aminuddin Salle, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, 

Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007 

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006. 

Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan 

UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta 

Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 

1996. 

Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan 

Tulisan), Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung (selanjutnya 

disingkat Habib Adjie II), hal. 15 

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia tfsir Tematik Terhadap UU No. 30 

tahun Maria S. W. Sumardjono, Pembuatan Usulan Penelitian, 

Yogyakarta : Gramedia, 1989 

Habib Adjie. 2008. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, 

Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT. Surabaya: PT Citra Adtya 

Bakti. 

Harahap, M. Yahya, 2005, Hukum Acara Perdata : gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika 

Has Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, 

Bandung: Nusa Media, 2008 

Hermawan, Mashudy, 2007, Dasar-dasar Hukum Pembuktian, Surabaya : 

UMSurabaya 

JJJ. M. Wuisma dengan penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 

(Jilid I), Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996 

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian,Bandung : Mandar Maju, 1994 



112 

Made Ara Denara Asia Amasangsa, , 2009, I Made Dedy Priyatno, 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Transaksi Peralihan Hak 

Atas Tanah dan/atau Bangunan, Universitas Udayana 

Moch. Isnaeni, Perjanjian Jual Beli, Bandung : PT. Refika Aditama,2016 

Mustofa, 2010, Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT, KaryaMedia, 

Yogyakarta 

Parlindungan, A.P. 2009. Pendaftaran Tanah Di Indonesia berdasarkan PP 

No.24 Tahun 1997. Bandung: Mandar Maju 

Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta 

Rudy Haposan Siahaan, Hukum Perikatan Indonesia Teori dan 

Perkembangannya, Malang : Intelegensia Media, 2017 

Santoso, Urip. 2010. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah edisi 1 

cetakan 1. Jakarta: Kencana 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Suatu 

Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003 

Sulhan,dkk, Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Panduan 

Praktis dan Mudah Taat Hukum, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018 

Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, 

Edisi Pertama, Cet. Ke-3, Kencana, Jakarta 

 

B. Jurnal dan Penelitian 

Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris 

Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, 

Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008,  

Dewi Kurnia Putri, Amin Purnawan (2017), Perbedaan Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas, 

Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017 

I Gusti Bagus Yoga Prawira, Tanggungjawab PPAT terhadap Akta JuaL Beli 

Tanah, Universitas Mataram, Jurnal IUS, Vol IV Nomor I, April 2016 

Jimly Asshiddiqie, Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, Majalah Renvoi Edisi 3 Juni Tahun 2003 

Sri Winarsi, “Pengaturan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum”, 

Majalah Yuridika, Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, Volume 17 

No.2, Surabaya, Maret, 2002 

Supriyadi, 2016, Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah 

Dalam Perspektif Hukum Pertanahan, Jurnal Arena Hukum, Volume 9, 

Nomor 2 



113 

C. Perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar 1945 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998  Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah 


